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PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATASKEJAHATAN YANG

DILAKUKAN ANAK MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Sebelum membahas lebih jauh tentang batasan umiamda
pertanggungjawaban pidana anak, penulis ingin markap terlebih dahulu
apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban itirsekda 3 hal pokok
dalam hukum pidananateriil yaitu perumusan perbuatan yang dilarang,
pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan sankgi giancamkan.Jika
melihat pada permasalahan pidana materiil, maka bpkasan
pertanggungjawaban pidana merupakan pembahasancydmg menarik,
berbicara pertanggungjawaban pidana maka tidak akalepas pada
pembahasan mengenai kesalahan.

Hal ini didasarkan pada prinsip pertanggungjawapalana yang
berdasar pada asas “tidak ada pidana tanpa kesalkgdueg dikenal dengan
asas kesalahan, dalam hukum positif dikenal deagas legalitas. Artinya,
pelaku pidana dapat dipidana bila melakukan pedougtidana yang
dilandasi sikap batin yang salah atau jahat. Mdakam perkembangannya
ada pula pertanggungjawaban pidana yang menyimgamg\sas Kesalahan

tersebut

1 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidar2et. Ke-1, Semarang: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, him. 50.
2 Mualdi, ibid.
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Menurut hukum pidana Islam, para fugaha menggundkankaidah
umum yang dapat menentukan keadaan tersalah. Dengarerapkan
keduanya, kita dapat mengetahui apakah seseorasglate atau tidak.
Kaidah pertama apabila pelaku melakukan perbuatan yang mubalak(ti
dilarang) atau menyangka bahwa perbuatan itu dikale kemudian
perbuatan itu menimbulkan keadaan yang tidak dik@le, ia
bertanggungjawab secara pidana, baik keadaan tersitimbulkannya
dengan langsung maupun tidak langsung. Bila teanpataku sebenarnya
dapat menghindarinya. Apabila ia benar-benar trdaknpu menghindarinya,
tidak ada pertanggungjawaban pidana padanya. Kaldmlua apabila
perbuatan tidak diperbolehkan (dilarang), namualpemelakukannya, baik
secara langsung maupun tidak langsung tanpa adda&eadarurat yang
memaksa, hal itu dianggap bukan bukan keadaan adadan apa yang
ditimbulkan darinya menyebabkan pelaku harus bggamgjawab secara
pidana, baik perbuatan itu dapat dihindari maujmlake

Menurut A. Hanafi yang disadur oleh Ahmad Wardi Nulg
pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari&am adalah
pembebanan seseorang dengan akibat perbuatandataadanya perbuatan
yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimarengo tersebut

mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.

3 Alie Yafie, dkk., Ensiklopedia Hukum Pidana Islarterjemahan dafiAt-Tasyri’
al-Jina’ i al-Islamiy Mugaranan bil Qanunil Wad'iy’karya Abdul Qadir Audah, Jilid 4,
Bogor: PT Kharisma Ilmu, him. 106.

4Drs. H. Ahmad Wardi MuslichPengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih
Jinayah Jakarta: Sinar Grafika, 2004, him. 74.
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Pertanggungjawaban pidana juga mengandung pengebiawa
seseorang bertanggungjawab atas sesuatu perbudsara yang secara sah
dan telah diatur olelnash (syar'i). Bisa dikatakan bahwa pidana itu dapat
dikenakan secara sah berarti untuk tindakan imihtelda aturannya dalam
sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu telalake dan mengikat atas
perbuatan itu. Singkatnya dapat dikatakan bahwdakian ini dibenarkan
oleh sistem hukum. Hal inilah yang menjadi konsepengenai
pertanggungjawaban pidana.

Jadi tidak ada suatjarimah, kecuali sesudah ada penjelasan, dan
tidak ada hukuman kecuali sesudah ada aturan yaeggikatnya

sebagaimana firman Allah:

* P oS €6 J0XNA 2L JA
0Ne0 10200 o B<-O0 U IAALD
SHAONE x ++ @0 § AT * M = AG"
D& CORHEN o RO SO On->B
€030 KON €0 VOO = <+ o0
ONERO LT a8 g 04O IBALL
AHAERD{YY OO0 G NA<H O 0
o NOR HAERORNOE ¢ RO+
0> ARNEHS IO 0 00Y.c AL €+ G A
Artinya: “Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tatselain Allah.
Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. i@&kiah
seorang membuat dosa melainkan kemudharatannyaakemb
kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdaisk takan
memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah
kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamuyapg
kamu perselisihkan.” (Q.S. al-An’am: 164)

®Drs. H. Ahmad Wardi Muslichipid, him. 75.
®Departemen Agama RWI-Quran dan Terjemahnyalakarta: 1983, him. 217.
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Parafugahamerumuskan sebuah kaidah yang berbunyi, sebelam ad
ketentuannash tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang ber8kai
kaidah tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatansitap tidak dipandangi
sebagaijarimah, kecuali bila adanash yang jelas melarang perbuatan
tersebut. Apabila tidak adeshseperti itu, tidak ada tuntutan atau hukuman
terhadap pelakunya.Jadi dari kedua kaidah tersebut dapat disimpulkan
bahwa tidak adg@rimah dan tidak ada hukuman, kecuali dengan soasin

Di dalamfigh jinayah pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada
tiga prinsip, Pertama; Melakukan perbuatan yang dilarang dan atau
meninggalkan perbuatan yang diwajibkaKedua; Perbuatan tersebut
dikerjakan atas kemauan sendiri, artinya si pelaiemiliki pilihan yang
bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan gmuersebuketiga;

Si pelaku mengetahui akan akibat perbuatan yaaguhn®

Dengan adanya syarat tersebut terlihat bahwa yapatddibebani
pertanggungjawaban pidana hanyalah orang dewasapumyai akal pikiran
yang sehat, serta mempunyai kemauan sendiri. Aptbdk, maka tidak ada
pertanggungjawaban pidana padanya, sehingga digamhkal pikiran yang
bisa memahami dan mengetahui serta mempunyai pitévdadap apa yang
akan dilakukannya. Dengan kata lain, dalam Islarhwlapelaku tindak
pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawabalala@amukallaf yaitu
yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pid@mang yang tidak

berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukawdeng yang

"Drs. H. Ahmad Wardi Muslichop. cit
8 A. Djazuli, Figh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalastain Edisi
Revisi, Cet. Ketiga, Jakarta: PT. Grafindo Persa8a0, hal. 242.
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mempunyai pilihan. Demikian juga pada orang yanggyaelum dewasa
tidak bisa dijatuhi hukuman melihat kondisi memtah sosialnya.

Tingkat kedewasaan tidak bisa berpatokan pada dratasnur.
Seorang anak karena perkembangan fisik dan mesiiabsanak berbeda-
beda sesuai dengan kondisi lingkungan sosialnya,kamaingkat
kedewasaannya pun berbeda. Mengenai batasan umukedawasaan ini
akan dibahas pada sub bab berikutnya. Berdasarkiaimih syari’at Islam
tidak mengenal tempat (subjek) pertanggungjawaldamp kecuali manusia
hidup, mukallafyang menikmati kebebasan memilih pada saat berNaah-
nashsyari’at menegaskan makna ini dengan jelas melalui hadisulRllah
saw. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bdud disebutkan:

08 iy e 0 oo 1 050 3 e B )y e e

o G B o5 kil s a0 e 436 (e B ae)

Artinya: “Dari Aisyah ra. ia berkata: telah bersabidasulullah saw:
Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yaahgr
sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai nabsf,
dan anak kecil sampai ia dewada.”

Hukuman yang merupakan cara pembebanan pertangguatzgn
pidana dimaksudkan untuk memelihara ketertibankgamanan masyarakat,
dengan kata lain sebagai alat menegakkan kepentingasyarakat,
karenanya besarnya hukuman harus disesuaikan dekgjautuhan dan

kesadaran masyarakat. Syari’at Islam ada dengaartyjang begitu jelas dan

% Ahmad Ibnu HambalMusnad Imam Ahmad bin Hambd&eirut: Dar al-Kitab al-
‘limiyah, Hadist No. 3822, him. 243.
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luas, sehingga dengan adanya ketentuan tersebuotnadmjamin keamanan
dari kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Dalam kgfaid manuisa, hal ini
merupakan hal penting, sehingga tidak bisa dipsahk

Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, rakaerjadi
kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana. Padarnyas pengertian
pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif denga
pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam (syaslam) tidak jauh
beda, hanya saja beberapa bentuk hukum positif yaremegakkan
pertanggungjawaban pidana diambil atas filsafatarjalfdeterminisme,
fatalismd.’® Dalam hukum pidana Islam sendiri ada ketentuaertean
khusus yang dapat menghapuskan pertanggungjawaldanap bagi
seseorang, salah satu faktornya karena pelakuhaaiask-anak.

Seorang anak yang melakuk@nimah pastinya juga akan menerima
pertanggungjawaban. Akan tetapi, ketentuan dalalmmlismenyebutkan
bahwa pertanggungjawaban yang akan dibebankan padeang anak
berbeda dengan beban pertanggungjawaban yang jaepadkan pada
orang dewasanfukallaj. Menurut Syafi'i dan beberapa kalanghmaha
lainnya bersepakat bahwa seorang anak yang bélallgh hanya akan
dikenakan hukumanta’zir dan diyat atas jarimah apapun yang

dilakukannyat!

10 Ahmad Hanafi,Azas-azas Hukum Pidana Isladakarta: PT. Bulan Bintang,
1967, him. 156.

" 1bnu Rusyd Bidayatul Muijtahid, Analisa Figih Para Mujtahighenerjemah, Drs.
Imam Ghazali Said, MA. & Drs. Achmad Zaidun, temghan darBidayatul Mujtahid wa
Nihayatul MugtashidJakarta: Pustaka Amani, 2007, him. 546.
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B. Batasan Umur Pertanggungjawaban Pidana Anak

Berbicara mengenai batasan umur kedewasaan segeneka tidak
lepas dari dua perkara, yaitu kekuatan berfikirak) dan pilihan ikhtiar),
maka setiap manusia pasti melalui beberapa masedsedalam menjalani
hidupnya mulai dari ia lahir sampai dewasa dan gal@am hukum. Untuk
itulah, disini penulis ingin menjelaskan terlebidthdlu mengenai siapa yang
dinamakan anak itu.
1. Pengertian Anak

Pengertian anak dari segi bahasa adalah keturwthralsebagai hasil
dari hubungan antara pria dan wanita. Di dalam $mharab terdapat
berbagai macam kata yang digunakan untuk arti asekalipun terdapat
perbedaan di dalam pemakaiannya. Kata-kata sinomitidak sepenuhnya
sama artinya. Umpaman$@alad” artinya secara umum anak, tetapi dipakai
untuk anak yang dilahirkan oleh manusia dan birpg@mg bersangkutdn.

Sedangkan pengertian anak dalam berbagai disijpiin berbeda-
beda. Dalam hukum Islam telah menetapkan bahwa giangksud dengan
anak adalah seorang manusia yang telah mencapai twjoh tahun dan
belumbaligh, sedangkan menurut kesepakatan para ulama, mahasggap
baligh (dewasa) apabila mereka telah mencapai usia 15.tahu

Mengenai batasan umur dewasa dilihat dari kekuagfikir dan

pilihan (radah danikhtiar) pada diri orang tersebut. Setiap manusia melalui

2Fyad, M. Fachruddinyiasalah Anak dalam Hukum Isladakarta; Pedoman limu
Jaya, 1991, him. 24.
3 Ahmad Hanafipp. cit,him. 369.
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beberapa masa berbeda dalam menjalani hidupnya daulaa lahir sampai
dewasa dan cakap dalam hukum. Untuk itu, dalamgedeembangan itulah,
hukum pidana Islam memberikan perbedaan dalam nemiaeorang anak,
sehingga mempengaruhi pula sanksi dalam pemidaypaamendapat dari
para ahlifigh mengenai kedudukan anak adalah berbeda-beda menasa
yang dilaluinya yaitu:
1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir
Pada masa ini dimulai sejak anak lahir sampai Tiseghun dan pada
masa tersebut seorang anak tidak mempunyai kemamperdikir atau
belumtamyiz Apabila seorang anak melakukan perbuatan jarimmeka
jarimah yang dilakukan anak tidak dikenakan hukurbaik pemidanaan
maupun  pengajaran. Akan tetapi anak tersebut dieena
pertanggungjawaban perdata, yang dibebankan atasmii&k pribadi
yakni memberikan ganti rugi kepada korban yanggilkan anak tersebut.
2. Masa kemampuan berfikir lemah
Pada masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahumpaia anak
mencapai masa kedewasaan. Kebanydkgaha membatasinya sampai
anak usia 15 tahun. Kalau seorang anak sudah menoa tersebut
maka sudah dianggap dewasa meskipun belum dewdsan darti
sebenarnya. Pada masa ini seorang anak tidak bikana#an
pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang ditakuka, akan tetapi

dikenakan tindakan dan pengajaran.
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3. Masa kemampuan berfikir penuh
Pada masa ini dimulai sejak mulai mencapai usierkkasan yang
pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun ataahL®.tPada masa ini
anak telah dikenakan pertanggung jawaban pidasaiatiak pidana yang
dilakukan'*

Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah bahwa hukunahuku
mengenai asal mula seseorang dimulai dengan peulaemya hingga
sempurna akalnya dibagi kedalam empat periodey:yait
a. Periode Janin

Periode ini dimulai semenjak seseorang ini berafmgah (segumpal
darah) dalam kandungan ibunya sampai ia lahir, geetaode ini sifat
kemanusiaannya belum sempurna. Karena jika dithatujud badannya
seolah-olah ia merupakan bagian ibunya. la makaraga yang dimakan
ibunya, ia bergerak jika ibunya bergerak dan iad@indari suatu tempat
ketempat lain jika ibunya berpindah tempat. Tapi dagi adanya ruh dia
telah merupakan suatu jiwa tersendiri.
b. PeriodeTufulah(kanak-kanak)

Dimulai sejak dia lahir kedunia, setelah lahirnyakan telah sempurnalah
sifat kemanusiaannya, karena dia telah terpisahillanya. Kemampuan
akalnya berkembang sedikit demi sedikit, masa umabl mendekati

tamyiz

Y sudarsonokenakalan Remajaet. Ke-2., Jakarta: Rineka Cipta, 1991, him. 10.
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c. PeriodeTamyiz
Periode ini dimulai semenjak umur 7 tahun, diahteteemiliki ahliyah al-
wujub -kelayakan seseorang untuk mendapatkan hak-hak ditantukan
oleh syara’ atau undang-undang- secara sempureak#dak diragukan
lagi keberadaannya sebagai manusia. Seseorangldikaamyizapabila
sudah bisa membedakan antara yang baik dan builkkbbgi dirinya
maupun orang lain.

d. PeriodeBaligh
Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang, tanda-tand
mulai dewasa apabila telah mengeluarkan air spelatam mimpi dan
mengeluarkan darah haid bagi wanita dan ditandagate tumbuhnya
rambut disekitar kemaludn.

Menurut Abdul Qodir Audah anak yang beluimaligh dapat
ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperai@n bagi perempuan
belum haid, intilam dan belum pernah hamil. Menurjumhur fugaha
berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan geakmpuan sama
yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya speamatelah haid serta
terlihatnya kecerdasdf.Dari dasar ayat al-Quran dan hadits serta dari
berbagai pendapat dapat dipahami bahwa kedewasaamrum Islam

mengacu pada bataktilam, namun terjadi perselisihan mengenai batas

15 Syeikh Muhammad Hudai BeikJshul Figh Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra,
1965, him. 99.
16 Alie Yafie, dkk.,op. cit, him. 258.
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umurnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbed&hm, suhu,
temperamen, tabiat dan lingkungan seseorang teérsemada.

Adapun yang menjadi dasar tidak cakapnya seoramd adalah
disandarkan pula pada ketentuan hukum yang terddgam al-Quran
yakni:

BUD>HEI T Ha €0
S ORO XPOBHEO HOROT#I S DN S
AR B HClaa S 2207 nH ¢
P& BOKE  BOAVOORS O )R+
BXMUARD o @ eo KO AVO
B J2€00-00800 JEZE&TO RO
G B OO NO Lo NLADHAG 0f 2 o0 @
BXO0€ORNWREIOQ §)OW -DOKRON<=e
o 0N EXN ) LX) I dn g
N ALK TR OO R 50 A D ¢d O G Ol
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Se v @RI o G ONOL DA N Wa o R
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B OCOZ & *0te I2€00=-00NET0
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Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai merekakap umur untuk
kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu merekahtela
cerdas (pandai memelihara harta), maka serahk&elpada
mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makaa aaak
yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlahjaergesa-
gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasandgBara
siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hdadak
menahan diri (dari memakan harta anak yatim ituh da
barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makata har
menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyamahk
harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan sak
saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Daruptak
Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” .(@u&
Nisa’: 6)’

" Departeman Agama RAl-Qur'an dan Terjemahnyap. cit, him. 115.
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Dalam penjelasan ayat tersebut memang memberikéerakgan
mengenai anak yatim berkaitan dengan urusan hartaNgmun, dapat
diambil pemahaman bahwa ini juga berkaitan dengacapakan seorang
anak dalam menerima beban pertanggungjawabaniatagadendiri. Dalam
kitab al-Amwal wa Nadzriyatul Aqdilisebutkan, ayat ini tegas menyatakan
bahwa anak yatim wajib diasuh sampai umur dewasa @gngan kata lain,
perlu (tetap diasuh) sampai seseorang mencapasdéiva

Para fugaha dan ahli undang-undang sepakat meaetapéseorang
diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya danpome/ai kebebasan
menentukan hidupnya setelah cukup umur. Menurutlgragen Syafi’iyah,
Hanbaliyah, dan Malikiyah, umur 15 tahun merupakam minimal untuk
disebut seorang anak telah cukup umur, baik letakupun perempuan.
Namun, seorang anak laki-laki bermimpi yang meraygdan sperma dan
seorang perempuan haid, sebelum berumur 10 taildak tukup untuk
mempertanggungjawabkan beban dan resiko-resikaugtnbnya dan belum
boleh mengurus dirinya sendiri jika mereka belumsit@p dewasa, baik
secara psikologi maupun akal. Karena itu wajib gi§mey dalam menentukan
anak cukup umur yang bisa dibebani pertanggungjawgiidana adalah
dengan ketentuan kedewasaannya secara kejiwaaan lidei banyaknya
umur dan tanda-tanda fistk.

Menurut Imam Syafi'l yang disadur oleh Chairumaeprsing anak

telah dikatakan mencapai dewasa apabila telah sempumur anak yakni 15

8 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddie@gfsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur
Jilid 1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2008, F85.
Ybid, him. 786.
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tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Kecualiitmgpk laki-laki yang
sudahihtilam maupun perempuan yang sudah haid sebelum menaoaoai
15 tahun, maka sudah dianggap deviisa.

Seorang anak laki-laki yang telah bermimpi sehinggangeluarkan
air mani walau belum berumur 15 tahun, sudah diapgdewasa. Hal ini

dikarenakan adanya ketentuan hukum yang ada d&l@uran yaitu:

RaOXIHACT Do d XKRHEE S +O0NOEO

EHDPHC YW I REAECNQE
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Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai uialig, Maka
hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-ongty
sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah
menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetagu
Maha Bijaksana.” (QS. An-Nur: 58)

Pada tingkatan pertama, kesepakatan ulama mengabakava tidak
adanya kemampuan menggunakan alam pikirannya, beraari anak
tersebut dilahirkan sampai umur 7 tahun. Dalam katen kedua,
kemampuan untuk mempergunakan alam pikirannya. Atkdapi, masih
dianggap lemah karena kondisi jiwa yang masih ldai pada tingkatan ini

bermula pada usia 7 tahun hingga berakhir sampk j@dbaligh. Sedangkan

untuk tingkatan ketiga, kemampuan dalam mempergmalam pikirannya

20 Chairuman dan Suwardi K. Lubidukum Perjanjian Dalam Islamdakarta: Sinar
Grafika, 1996, him. 10.
1 Departeman Agama RAl-Qur'an dan Terjemahnyap. cit, him. 554.
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secara sempurna. Bermula daaligh-nya seorang anak setelah berumur 15
tahun maupun setelah berumur 18 tahun. Sehingga fEhwa usia anak
dalam hukum pidana Islam berkaitan erat dengarapggungjawaban yang
akan dibebabnkan padanya. Sebab batdsdigh dan mukallaf menjadi
patokan bagi seseorang dalam menerima beban s$yajdag akan
ditanggungnya.

2. Pengertian Hukuman

Dalam suatu peraturan hukum pidana baik yang metauahgan
melakukan maupun perintah untuk melakukan sudahestetga disertai
dengan adanya sanksi atau hukuman supaya bentakgéar maupun
perintah itu diakui oleh segenap masyarakat yamgabgkutan. Kemudian
bagaimana cara menghukum pelanggar aturan itu ngmtimemerlukan
aturan lebih lanjut yang merupakan bagian dariussistem hukuman.

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam diselgubah
yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadgphl¢an. Abdul Qadir
Audah memberikan definisi hukuman sebagai pembalatas pelanggaran
perintahsyara’ yang ditetapkan untuk kemashlahatan masyaraka.irdan
adalah salah satu tindakan yang diberikan olehasybagai pembalasan
atas perbuatan yang melanggar ketentuan syaragademujuan untuk
memelihara ketertiban dan kepentingan masyarak&ialigus juga untuk

melindungi kepentingan individf.

22Drs. H. Ahmad Wardi Muslichgp. cit, him. 137.
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Sedangkan menurut Abu Zahrah, hukuman merupakaaasikbagi si
pelaku kejahatan sebagai balasan baginya dan hukitmenerupakan suatu
ketetapansyara’ di dalam menghilangkamafsadah dan menghilangkan
mafsadatitu sendiri merupakan kemashlahata®alam hal ini hukuman itu
lebih bersifat prevensi (pencegahan) khusus yaitu bagi pelgkbnmah.
Berbeda dengan pemaparan Audah yang lebih bep#aensiumum atau
dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikemukb&bhwa hukuman
merupakan balasan atas perbuatan pelaku kejahatam pengakibatkan
orang lain menjadi korban dari perbuatannya daetapkannya hukuman
bertujuan untuk kemashlahatan bersama. Esensihd&timan bagi pelaku
suatujarimah menurut Islam adalalpertama pencegahan serta balasan (
rad ‘u wa al-zair) dankeduaadalah perbaikan dan pengajarahiglah wa
at-tahzi). Dengan tujuan tersebut, pelaku jarimah dihamapkalak
mengulangi perbuatan jeleknya. Disamping itu jugarupakan tindakan
preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan yehg sama.

Agar hukuman itu diakui keberadaannya maka harpsndihi tiga
syarat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagaulerik
1. Hukuman Harus Ada Dasarnya Dari Syara’

Hukum dianggap mempunyai dasar apabila ia didasark@pada
sumber-sumber syara’, seperti al-Qura’n, as-Sunirah; atau undang-

undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwefuihgmri) seperti

Z plie Yafie, dkk.,op. cit, him. 67.
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hukumanta’zir. Dalam hal hukuman ditetapkan olekl amri maka
disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketartatentuarsyara’.
Apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersednjadi batal.
Dengan adanya persyaratan tersebut maka seoramy kidkk boleh
menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendildupun ia
berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik kdaih utama
daripada hukuman yang telah ditetapkan.

Hukuman Harus Bersifat Pribadi (Perorangan)

Hukum disyaratkan harus bersifat pribadi atau p@ergan. Ini
mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkandeepsang yang
melakukan tindak pidana dan tidak mengenai oraimgylang bersalah.
Syarat ini merupakan salah satu dasar dan priresig ditegakkan oleh
syari'at Islam dan ini telah dibicarakan berkaitdengan masalah
pertanggungjawaban.

Hukuman Harus Berlaku Umum

Selain dua syarat yang telah disebutkan di atakurhan juga
disyaratkan harus berlaku umum. Ini berarti hukunha@nus berlaku
untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, apgppaogkat, jabatan,
status, dan kedudukannya. Di depan hukum semug statusnya sama,
tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskiarsapejabat dengan

rakyat biasa, antara bangsawan dengan rakyat.félata

24Drs. H. Ahmad Wardi Muslichgp. cit him. 141.



56

Di dalam hukum pidana Islam, persamaan yang serapturhanya
terdapat dalam jarimah dan hukumbad atau gishash karena keduanya
merupakan hukuman yang telah ditentuksyara. Setiap orang yang
melakukan jarimahhudud seperti zina, pencurian dan sebagainya, akan
dihukum dengan hukuman yang sesuai derjgamah yang dilakukannya,
kecuali orang-orang yang sudah ditentukan lainmda&Qur'an (anak kecil
dan orang gila). Adapun dalam hukumarzir, persamaan dalam jenis dan
kadar hukuman, tentu saja tidak diperlukan, sebphbia demikian
keadaannya maka'zir itu tidak ada bedanya dengaad?°

Persamaan yang dituntut dari hukuntaizir itu adalah persamaan
dalam aspek dampak hukuman terhadap pelaku, yanhcegah, mendidik,
dan memperbaikinya. Sebagian pelaku mungkin cukempgan hukuman
peringatan, sebagian lagi perlu dipenjara dan sabdggi mungkin harus
didera atau bahkan ada pula yang harus dikenakamfan mati.

Namun, hukum Islam juga datang dengan dasar yang yakni
dengan memberikan pengampunan hukuman terhadakupelaskipun ia
patut mendapatkannya karena dia melakukan perbyatandilarang dan dia
mempunyai pengetahuan dan pilihan. Dasar (atur&okpoini dianggap
sebagai pengecualian dari kaidah-kaidah umum. Dalaenetapkan

ketentuan inisyar’i kemungkinan bermaksud untuk mendorong agar pelaku

Drs. H. Ahmad Wardi Muslichibid, him. 142.
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bertobat dari tindak pidana yang besar dan mengkamdiri untuk turut
serta dalam perbuatan terseffut.

Oleh karena itu, dalam hukum pidana Islam apal®larasg anak
yang melakukanarimah, tentunya ia akan tetap mendapatkan sanksi atas
jarimah yang dilakukannya tesebut. Tidak mungkin seseoryagg
melakukan kejahatan akan bebas dari segala aldbiaperbuatan jahat yang
dilakukannya. Namun, ketentuan hukuman atau saydsy akan diterima
oleh seorang anak, tentunya memiliki perbedaan atenganksi yang
diberikan kepada orang dewasaukalla). Sejauh apapun kejahatan yang
dilakukan anak, dia tidak akan dikenakzad ataupungishashatasjarimah

hududyang dilakukannya.

K etentuan Pemidanaan Anak

Penjatuhan sanksi atau pemidanaan dalam hukum gidislam
disebut dengan istilah arab yaitiqubahbentuk balasan bagi seseorang atas
perbuatannya melanggar ketentigyara’ yang ditetapkan Allah dan Rasul-
Nya?’ Menurut syari'at Islamjarimah adalah larangan-larangayara’ yang
diancam dengan hukumdrad atauta’zir. Yang dimaksud dengan larangan
adalah pelanggaran perbuatan yang dilarang atawgabeikan perbuatan
yang diperintahkan karena meliputi hal-hal yangugisan.

Jadi,jarimah itu melakukan perbuatan yang dilarang dengan aagam

sanksi atas perbuatan yang dilarang tersebut atngabaikan perbuatan

% Alie Yafie, dkk.,op. cit, him. 261.
27 Makhrus Munajat,Dekonstruksi Hukum Pidana IslanCet. Ke-l, Yogyakarta:
Logung Pustaka, 2004, him. 39.



58

yang dilarang tersebut. Menurut Ahmad Wardi Musliciemberi pengertian
bahwajarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syea’, yang
diancam dengan hukumaad atauta’zir.?®

Kalangan fugaha menyamakan istilahjinayah dan jarimah yang
merupakan perbuatan yang dilarang, karena perbugdmah yang
dilakukan tersebut menimbulkan kerugian kepada kpilen. Pengertian
jinayah adalah setiap perbuatan yang dilarang agara’ baik perbuatan
mengenai jiwa, harta benda atau lain-lainnya.

Dalam memberikan definisi tentang jarimah, Imam Mbawardi
mengemukakan sebagai berikut, yakni:

i) ans Lo e iy ae il slina i 5ol

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilaraled o
syara’, yang diancam dengan hukuman had atau tefZir.

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai pidana apaisiir-unsurnya
telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umumatimnyang khusus. Unsur
umum berlaku untuk semyarimah, sedangkan unsur khusus yang berlaku
untuk masing-masingarimah berbeda antargarimah yang satu dengan
jarimah yang lain. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwsutnsur

umum untukarimabh itu ada tiga macam.
1. Unsur formal (== 3 (S ) yaitu adanyaash(ketentuan) yang melarang

perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.

28 Drs. H. Ahmad Wardi Muslichp. cit him. 9.
2Drs. H. Ahmad Wardi Muslichbid.
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2. Unsur material g3Wll (S 1) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk

jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupunpsiang tidak

berbuat (negatif).
3. Unsur moral (=Y SJV) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang

mukallaf yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjaweadias tindak
pidana yang dilakukanny4i.

Dari ketiga unsur tersebut, secara umum dapat dipatbahwa
sebuah tindak pidangaftimah) dapat dimintakan pertanggungjawabannya
jika telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Tidak &d&uman kecuali
adanyanash atau undang-undang yang mengaturnya. Kalau dalakantn
positif dikenal dengan asas legalitas tidak adamaddan sanksi sebelum ada
peraturan yang mengaturnya, maka dalam hukum pitdae pun sudah
mengaturnya.

Ada beberapa jenis hukuman dan sanksi yang biseagkan kepada
pelakujarimah bagi anak di bawah umur dalam hukum pidana |sjenity:

a. Hukuman fisik yang meliputi pemukulan terhadap ameaida bagian-
bagian tertentu yang tidak merusak atas fisik afadti yang dipukul
hanya bagian-bagian tertentu semisal kaki dan tanga

b. Membatasi kebebasan yang berupa mengirim si analeleah lembaga
atau departemen sosial yang bergerak dibidang gi&adi dan pembinaan.

c. Membayar denda.

d. Peringatan yang diberikan oleh hakim.

30 Ahmad Wardi Muslichloc. cit him. 28.
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Adapun secara rinci sebuah sanksi atau hukuman gdaaapkan
terhadap pelaku pidana dapat dibedakan menjaditemgzam, yaitu:
1. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukumangde hukuman yang
lainnya, hukuman dibagi menjadi empat macam, yaitu:

a. Hukuman pokok 'Uqubah Ashliyah yaitu hukuman yang ditetapkan
untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukumahdasa sebuah
jarimah, seperti hukumagishashuntuk jarimah pembunuhan, rajam,
cambuk untuk perzinahan dan potong tangan untukagdrpencurian.

b. Hukuman pengganti ‘Yqubah Badaliyalp, yaitu hukuman yang
menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman polkdekk tdapat
dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukweada diat)
sebagai hukuman penggargishash atau hukumanta’zir sebagai
hukuman penggantiad ataugishashyang tak bisa dilaksanakan.

c. Hukuman tambahan ‘qubah Taba'iyah, yaitu hukuman yang
mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusacara
tersendiri, seperti larangan menerima warisan baging yang
membunuh orang yang akan diwarisnya, sebagai taambaimtuk
hukuman qgishash atau diat.

d. Hukuman pelengkap ‘Yqubah Takmiliyal, yaitu hukuman yang

mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus adautéspn

31 Abdurrahman I. DoiTindak Pidana dalam Syari’at Islanditerjemahkan oleh H.
Wadi Masturi, S.E. & Drs. H. Basri Iba Asghaffghari’ah the Islamic Lam] Cet. ke-1,
Jakarta: Rineka Cipta, 1992, him. 11.
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tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang menal@dnya dengan
hukuman tambahaf.

Guna memperbaiki tingkah laku anak, Islam mengajarkesuatu
yang positif yang tidak menyakiti atau bisa meruselsa depan anak dengan
nasehat dan tidak boleh menyakitinya. Jita@izir dan nasehat bisa
menyadarkan anak, maka tidak boleh dipukul dan kaelanak selagi
semuanya bersifat mendidik. Maksud pokok hukumdanddslam adalah
memelihara dan menciptak&emashlahataimmanusia dan menjaga mereka
dari hal-hal yangnafsadahKarena itu, hukuman yang baik adalah hukuman
yang mampu memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat nadampu
menjerakan setelah terjadinya perbuape\entij.

b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman didesuaiengan kebutuhan
kemashlahatan masyarakat.

c. Memberikan hukuman bukanlah untuk membalas dendamun untuk
kebaikan dan ketertiban serta keadilan masyarakat.

d. Hukuman merupakan upaya terakhir dalam menjagaossesg supaya
tidak jatuh dalam suatu kejahatin.

Di dalam zaman yang begitu kompleks ini, tidak dagiaungkuri
banyak faktor yang menyebabkan seorang anak carglerrbuat kenakalan
yang bila diklasifikasikan sebagai perbuatan kedgmhafarimah) yang

dianggap sebagai kenakalan anak, yang oleh pdrdisgtbut dengajuvenile

32 Ahmad Hanafijoc. cit, him. 260-261.
33 Ibid.
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delinguencymenyebabkan seorang anak berurusan dengan hukdaek
jarang, perbuatan itu telah merambah pada tingiahktan atau pidana yang
sangat mengkhawatirkan bagi tingkat anak-anak. Atetapi, tidak adil
rasanya bila anak yang melakukan kenakalan dansatgtan masyarakat
tersebut tidak dikenai hukuman, tetapi tidak pafiga anak-anak tersebut
mendaptkan hukuman yang sama dengan yang ditetéhamng dewasa.
Hukuman had hanya diberikan bila pelanggaran atas hak-hak
masyarakat. Dalam hukum pidana Islanudud dibatasi untuk hukuman
karena tindak pidana yang disebutkan oleh al-Quata sunnah Nabi saw,
sedangkan hukuman lain ditetapkan dengan pertinamam@dhi atau
penguasd? Meskipun dalam hukum pidana Islam telah jelas mikieakan
bahwa hukuman had atau sanksi pidana diberikandeepaseorang karena
melanggar hak-hak masyarakat lainnya. Akan tetaja @engecualian
terhadap seorang anak yang melakukan pelanggararah hududtersebut.
Untuk itulah, hal yang menjadi latar belakang atajuan para
mujtahid mempidanakan dan menjatuhkan hukuman suatu perbpatana
yaitu bertujuan untuk menjaga tatanan kemasyamakateenjaga
kepercayaan-kepercayaan atau menjaga harta berefgaga nama baik,
menjaga kehormatan, menjaga jiwa dan lain sebagasgyta pada umumnya
menjaga kepentingan dan ketentraman masyarakahggahujuan hukuman

pun akan tercapai yaitu menjaga akhlak, karenagktdak terpelihara maka

3 Abdurrahman 1. Doigp. cit, him. 6.
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akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hidk jiwa dan ketentraman

masyarakat®

% Makhrus Munajatop. cit, him. 8.



